
WALIKOTA MEDAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN
         Nomor

:


2011
TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (POSYANTEK) KECAMATAN T.A. 2011

WALIKOTA MEDAN ,

Menimbang        : a. bahwa untuk meningkatkan program penerapan dan pengembanganTeknologi Tepat Guna di Kecamatan …..  Kota Medan maka diperlukan adanya kelembagaan Teknologi sebagai lembaga yang permanent untuk mencapai maksud tersebut.
 b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf “a” diatas dipandang perlu menetapkannya dalam suatu Keputusan Walikota;
Mengingat            :   1.  Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang  Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan; 

                                  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
                                 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
                                 5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna di Perdesaan;
         6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
                                7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
                                8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan 
:

KESATU
:  Menetapkan Kepengurusan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna  (Posyantek)

   Kecamatan …..Kota Medan sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan ini 
KEDUA                      :
Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) merupakan Lembaga Teknologi Tepat Guna di Tingkat Kecamatan yang berfungsi memberikan Pelayanan Teknis, Informasi dan Orientasi berbagai jenis spesifikasi TTG yang dibutuhkan oleh masyarakat.

KETIGA                     :
Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di bawah Pembinaan   Walikota Medan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

KEEMPAT                 : 
Pendanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) ini bersumber dari APBN, APBD Provinsi,

   APBD Kota Medan dan sumber – sumber lainnya yang sah dan tidak  mengikat.

KELIMA                 :
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudianhari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan

  Pada tanggal ..... 2011

                                                                                             Walikota Medan,

                                                                           Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

Yth : 1. Bapak Menteri dalam Negeri c/q. Dirjend. PMD di Jakarta.
         2. Bapak Gubernur Sumatera Utara di Medan 

         3. Kepala Bapemas dan Pemdes Prop. Sum. Utara di Medan 

         4. Walikota Medan di Medan.
         5. Camat Medan.
         6. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan 
         7. Yang bersangkutan di tempat 

         8. Pertinggal  
                                                                              Lampiran : Keputusan Wali Kota Medan  



Nomor    :                      2011


Tanggal  :                      2011


Tentang  : 
DAFTAR KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (POSYANTEK) KECAMATAN … KOTA MEDAN T.A. 2011

	No.
	NAMA
	ALAMAT
	JABATAN
	KET.

	1
	
	
	Ketua Harian
	

	2
	
	
	Sekretaris
	

	3
	
	
	Bendahara
	

	4
	
	
	Anggota
	

	5
	
	
	Anggota
	

	6
	
	
	Anggota
	

	7
	
	
	Anggota
	

	8
	
	
	Anggota
	

	9
	
	
	Anggota
	


                                                                                             Walikota Medan,
                                                                           Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM
Jakarta , 7 Januari 2011

Nomor 
: 413.5/080/PMD

Sifat

: Penting


        Kepada Yth ;

Lampiran
: -
                               1. Gubernur

Hal

:Persiapan Gelar TTG Nasional XIII

                                2. Bupati dan Wali kota

Tahun 2011 di Provinsi Sulawesi

                                    di

                                                                                                       Tenggar  Seluruh Indonesia





        Tenggara 

          Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 413.5/2563/SJ tanggal 21 Oktober 2010 perihal Lokasi Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XIII Tahun 2011 dan Lokasi Gelar TTG XIV Tahun 2012 dan surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 414.1/4363 tanggal 9 November 2010 perihal Penetapan Lokasi Gelar TTG Nasional XIII Tahun 2011, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintaj Provinsi Sulawesi Tenggara bersedia menjadi tuan rumah Gelar TTG Nasional XIII Tahun 2011 dan menetapkan kota kendari  sebagai tempat penyelenggaraan Gelar TTG dimaksud .

2. Masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten dan kota diharapkan Ikut berpatisipasi mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Gelar TTG dimaksud .
3. Untuk kelancaran penyelenggaraan Gelar TTG Nasional , kepada Pemerintah Provinsi , kabupaten dan kota dimohon perhatian sebagai berikut :

a. Melakukan identifikasi dan menentukan jenis-jenis TTG yang        akan digelar serta potensi unggulan dan spesifikasi daerah sehingga layak dipromosikan.

b. TTG yang diperagakan diutamakan merupakan hasil novasi             baru dari institusi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota,Perguruan Tinggi, dunia usaha serta elemen masyarakat lainnya baik dalam bentuk hasil kelomopok maupun perorangan.

c. c.TTG yang akan digelar adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan , dapat dimanfaatkan secar mudah serta  mengahasilkan nilai tambah .

d. TTG yang akan diperagakan tidak hanya dalam bentuk output/hasil, tetapi juga proses/cara penggunaan peralatan TTG dimaksud dan disertai dokumen pendukung seperti leaflet, buku-buku praktis TTG, audio visual dan sebagainya yang mudah dipahami masyarakat.

4. Sehubungan dengan hal itu, diharapkan agar Saudara menugaskan 

Kepala Badan Pemerdayaan Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/ kota untuk melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga terkait dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta mempersiapakan diri mengikuti acara gelar dimaksud.

5. Informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut, dapat menghubungi :

a. Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna c.q. Subdit Permasyarakatan dan kerjasama Teknologi Pedesaan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jl.Raya Pasar Minggu KM.19 Jakarta Selatan 12510, Telp./Fax.021-7994119, 7942373 ext. 202, email:sda_@yahoo.com.

b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara, Jl. Bunga Matahari no.35 Kendari 93121. Telp. 0401-3129282 dan Fax. 0401-3126185 email: tasman.dongko@yahoo.com.



Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan  kerjasama yang 

                     Yang baik, kami ucapakn terima kasih.






      a.n MENTERI DALAM NEGERI







DIREKTUR JENDERAL





  PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA 







      AYIP MUFLICH

Tembusan:

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri  (sebagai laporan);

2. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 

3. Yth. Ketua DPRD Provinsi dan Kab/kota seluruh Indonesia

4. Yth. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Seluruh-Indonesia



TTG



· Infres RI No. 3 Thn 2001 tentang penerapan dan pengembangan TTG.

· Kepmendagri dan Otda No. 4 Thn 2001 tentang penerapan TTG.

· Kepmendagri No. 18 Thn 1992 tentang permasyarakatan dan Pemanfa’atan TTG.

· Inmendagri No. 27 Thn 1995
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TTG   
Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat menjawab permasalahan masyarakat ; tidak merusak lingkungan , dapat dimanfa’atkan secara mudah , menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan lingkungan hidup.


Tepat     
1. Tepat sasaran 


2. Tepat penggunaan 


3. Tepat kebutuhan 


4. Tepat kemampuan masyarakat pengguna 

Pemasyarakatan TTG :

· Harfiah : “Tindakan Memasyarakatkan”

· Suatu proses atau rangkaian kegiatan untuk mempercepat alih teknologi dari pencipta/pemilik kepada pengguna teknologi .


· Membantu masyarakat memperoleh akses memiliki , menguasai dan mendayagunakan TTG.

· Membantu masyarakat memecahkan permasalahan yang dihadapi di bidang teknologi .

· Meningkatkan kemampuan , pengetahuan , ketrampilan masyarakat yang maju , mandiri dan sejahtera.

· Melipatgandakan pendayagunaan TTG oleh masyarakat.

· Memperluas lapangan kerja , meningkatkan produksi dan nilai tambah usaha masyarakat.

 
 
1. Membentuk lembaga yang secara operasional melaksanakan pemasyarakatan dan

    pendayagunaan teknologi tepat guna dari tingkat Pusat sampai tingkat Desa/Kelurahan.

a. Pusat

:Tim Pembina dan Pengelola Teknologi Masuk Desa/Tim Kordinasi

  penyerapan dan pengembangan TTG tk. Pusat .

Anggota 
: Unsur Terkait 

Sekretaris 
: Sekjen PMD 

b. Propinsi 
 : Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) ttg/Tim Kordinasi Penyerapan

   dan Pengembangan TTG. 


Anggota 
: Dinas/Perangkat Daerah Terkait 


Jumlah 
: Sesuai kebutuhan 


Sekretaris 
: Instansi Pemberdayaan Masyarakat 

     c. Kab/Kota
: Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal)




  TTG Tk. Kab/Kota / Tim Kordinasi




   Penyerapan dan Pengembangan TTG




   Tk. Kab/Kota.


Angota
: Dinas/Perangkat Daerah Terkait


Jumalh
: sesuai kebutuhan


Sekretaris
: Instansi Pemberdayaan Masyarakat 


Tugas

: Pengendalian, Pengawasan, Pemantauan 




  Evaluasi dan Pelaporan

d. Kecamatan 
: Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan




   (Posyantekdes). (SK Bupati/Walikota)




   Dengan struktur kepungurusan. 


Ketua

: Camat


Sekretaris
: Kasi PMD


Anggota
: Instansi Terkait Kec. PPL, dll


Tugas
:

· Inventarisasi jenis-jenis TTG yang dibutuhkan masyarakat

· Himpunan dan menyebarluaskan informasi TTG kepada Masyarakat.

· Pelatihan, penyuluhan dan peragaan berbagai peralatan TTG yang dibutuhkan masyarakat.

· Pelayanan teknis dan informasi TTG kepada masyarakat.

· Sebagai lab site, perbengkelan dalam rangka permasyarakatan, pemanfa’atan dan pengembangan TTG.
e. Desa/Kelurahan
: Warung Teknologi Desa (Wartekdes)





  sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999





  Wartekdes merupakan lembaga





  Masyarakat dibentuk melalui Musbagdes





  Ditetapkan dalam Kep.Kep Desa/Kelurahan.

  Susunan
:


- Ketua
: sbg Pimpinan dan P. Jawab


- Sekretaris
: sbg Pembantu Pimpinan  dan Penyelenggara Adm.


- Bendahara
: sbg Adm. Keuangan 


- Ketua Seksi/Anggota
: Disesuaikan dengan kebutuhan 

Tugas

:

· Penumbuhan , Pengenalan penggunaan, Pemanfa’atan dan pengembangan TTG sesuai dengan kebutuhan.

· Memberikan pelayanan informasi, Pelatihan dan Pelayanan teknis TTG yang dibutuhkan masyarakat

· Menyiapkan berbagai jenis/sfesifikasi TTG yang dapat ditiru, dibeli dan dikembangkan masyarakat.

2. Membentuk jaringan informasi TTG dari Tk. Pusat sampai Tk. 

    Desa/Kelurahan yang berfungsi mengelola informasi TTG, mengakses 

    Data secara online/cepat. (Sistem ini mengintrodusir perangkat computer

    Relatif canggih dan mahal).

3. Penyuluhan kepada masyarakat dalam bentuk:

a. Pameran/Gelar TTG.

b. Penyebarluasan informasi TTG melalui media elektronik ( TV, Radio)

c. Penyebarluasan Informasi TTG melalui media cetak ( Buku, Modul, Leaflet, Koran)

d. Pelatihan dan peragaan TTG bagi aparat dan masyarakat.

e. Membentuk Pokmas TTG.

f. Kerjasama dengan lembaga Pemerintah, LSM yang berkiprah dalam kegiatan TTG.

Pemberdayaan Masyarakat Mengandung 2 Makna Pokok :

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui intervensi berbagai 

Program pembangunan.
2.
Memberikan masyarakat wewenang dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dalam lingkungannya.

Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dibutuhkan penguasa-an minimal terhadap akses :

a. Akses terhadap sumber daya.

b. Akses terhadap teknologi yakni suatu kegiatan dengan cara yang lebih baik dan efisien.

c. Akses terhadap informasi pasar termasuk penyediaan sarana produksi dan peningkatan keterampilan berusaha.

d. Akses terhadap sumber pembiayaan.

· Melalui kepmendagri No. 28 Tahun 1992 dan Inmendagri No. 37 Tahun 1995 Mendagri mendorong pemasyarakatan dan pemanfa’atan TTG pada tanggal 11 Agustus 1998 di Kecamatan Lumah Abang Kabupaten Bekasi dicanangkan pembentukan Posyantekdes di setiap kecamatan Indonesia.

· Posyantekdes merupakan perangkat kelembagaan di tingkat Keca-matan yang salah satu tugasnya mendorong penerapan dan pengembangan serta pemasyarakatan dan pemanfa’atan TTG.

· Operasionalisasi posyantek diperkuat melalui Inmendagri No. 24 tahun 1998 dibeberapa provinsi dibentuk Posyantekdes Binaan yang bertujuan mempercepat terwujudnya fasilitas Posyantekdes dalam upaya memicu pertumbuhan dan perkembangan seleksi ekonomi masyarakat dan sekaligus sebagai sample atau memberi contoh Posyantekdes yang diharapkan dan pada saat yang bersamaan ditingkat desa/kelurahan dibentuk Wartekdes sebagai perpanjangan Posyantekdes di Tk. Desa/Kelurahan.

Contoh Kebutuhan TTG di Posyantekdes dan Wartekdes 
1. TTG Pertanian / Perternakan / Perikanan 

· Traktor Tangan 

· Budidaya ikan hias 

· Ternak burung puter , perkutut 

2. TTG Makanan dan Minuman 

· Alat pembuat tahu/tempe 

· Alat pembuat tepung pisang 

· Alat pembuat sirup jahe 

3. TTG Kerajinan Rumah Tangga 

· Mesin jahit/bordir 

· Mainan dari kayu 

4. TTG Logam dan Mesin 

· Perangkat alat penenunan 

5. TTG Air Bersih 

· Penyaringan air bersih 



Pemasyarakatan dan pemanfaatan TTG sebagai proses alih teknologi diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas baik kualitas maupun kuantitas produk , 

efisien , estetika/tampilan , nilai tambah sekaligus memperdayakan masyarakat menuju kemandirian dan kedudukan sebagi subjek dalam keseluruhan proses pembangunan .

Pemasyarakatan dan Pendayagunaan TTG membantu masyarakat dalam menghadapi perkembangan Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan dalam meningkatkan kemampuan , keunggulan dan daya saing dalam transaksi perdagangan.

Faktor Dominan dan bernilai Strategis dalam pemasyarakatan TTG adalah melalui Lembaga Institusi/Lembaga yang berfungsi memasyarakatkan TTG sampai ke tingkat Desa/Kelurahan serta pentingnya membentuk jaringan Informasi TTG.


Penanggung Jawab 
: MENDAGRI 


Koordinator 

: DIRJEN PMD 
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   PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

MELALUI

TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)
Oleh : DPD Asosiasi LPM Prop – SU

Disampaikan pada

Rapat Konsultasi Teknis di Tapanuli Selatan tgl 22 Agustus 2006
PENDAHULUAN :
Tujuan Pemberdayaan : -     Kesejahteraan Lahir dan Batin

· Meningkatkan Perekonomian 

· Menghilangkan Kemiskinan 

· Memberikan Kehidupan yang Layak 

· Kesempatan Kerja 

· Menciptakan Masyarakat adil dan makmur 

TTG


 : -    Peralatan sederhana yang dapat meningkatkan produktivitas , 




        dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Mudah di Operasikan 

2. Alatnya sederhana 

3. Harganya Murah 

4. Mudah dibawa – bawa 

5. Ramah Lingkungan 

6. Suku cadang mudah diperoleh 

PERAN LPM 
 : Memberdayakan masyarakat dalam beberapa aspek bidang , 


   seperti : 

1. Sosial Budaya 

2. Hukum dan Agama 

3. Pemuda / olah raga 

4. Litbang / SDM 

5. Komunikasi / Informasi 

6. Koperasi dan Perekonomian 

7. Pemberdayaan Keluarga 

MASALAH
MASYARAKAT 
: 1. SDM rendah 




  2. Tidak mempunyai uang untuk membeli alat – alat yang mahal .




  3. Jarang mendapat informasi tentang teknologi 




  4. Merasa biaya produksi tambah besar bila memakai alat – alat




      Teknologi.




  5. Perlu keahlian khusus dalam memakai alat – alat teknologi 




  6. Kultur Budaya 

PRODUKSI / SDA 
: 1. SDA melimpah 




  2. Produksi / pasca produksi 




  3. Transportasi 




  4. Penyimpanan / pengolahan 




  5. Pemasaran 




  6. Tenaga Kerja 




  7. Alat – alat produksi ( teknologi )

KEBUTUHAN 
: Alat – alat sederhana yang dapat membantu dalam peningkatan 




  Produksi seperti teknologi tepat guna (TTG)

PENGENALAN TTG : 1. Perguruan Tinggi 




   2. Pemerintah 




   3. Swasta 




   4. BUMN / BUMD 




   5. Perorangan 




   6. LSM 

PEMECAHAN MASALAH

PERAN TEKNOLOGI 
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HASILNYA :

1. Kapasitas produk 

2. Hasil mutu 

3. Tenaga / Tenaga Kerja 

4. Kecepatan / Ketepatan Effisien Waktu 

5. Pendapatan 

TUGAS LPM 
: 1.  Mendata keperluan masyarakat 

2. Hasil produksi dan jumlah produksi 

3. Memperkenalkan TTG kepada masyarakat 

4. Mengajak Investor 

5. Memberikan contoh Aktual 

6. Mencarikan Pemodal 

7. Melakukan Pelatihan 

8. Memberikan solusi pasca produksi 

9. Sentra produksi 

MEMPERKENALKAN TTG     1. Harus sesuai kebutuhan masyarakat 

 KEPADA MASYARAKAT       2. Perhatikan adat kebiasaan , agama dan sosial budaya  



                               3. Pembagian kerja ( W / P ) sesuai tingkat kesulitan 





       4. Perhatikan keadaan lingkungan 





       5. Syarat alat seperti perlengkapan , perawatan suku 






Cadang dan pengawasan mudah 





       6. Penyelenggaraan program tidak boleh terlalu cepat






Kecewa 





       7. Ketersediaan alat cukup 





       8. Keselamatan 





       9. Mutu alat 





      10. Promosi seperti pameran , buku , TV , surat kabar 






dan Pelatihan.

Contoh masyarakat yang memakai TTG 

Pada proses pengolahan keripik ubi kayu 

	NO.
	KEGIATAN
	JUMLAH PRODUKSI PERHari (Kg )
	KEUNTUNGAN PER ( Kg )
	KEUNTUNGAN 

PER Hari ( Rp )
	TOTAL KEUNTUNGAN PER BULAN

 ( Rp )

	1
	Memotong ubi dengan pisau
	100
	250
	25.000
	750.000

	2
	Memotong ubi dengan pisau parut
	250
	250
	62.500
	1.875.000

	3
	Memotong ubi dengan pisau yang diputar manual
	400
	250
	100.000
	2.500.000

	4
	Memotong ubi dengan pisau tunggal memakai penggerak dinamo
	700
	250
	175.000
	5.250.000

	5
	Memotong ubi dengan pisau ganda memakai penggerak dinamo
	1.200
	250
	300.000
	9.000.000


Catatan : Betapa besarnya pengaruh teknologi dalam meningkatkan penghasilan 

KESIMPULAN : 
1. Sudah saatnya Teknologi Tepat Guna ( TTG ) di masyarakatkan sampai pada lapisan masyarakat desa.

2. Peralatan – peralatan Teknologi Tepat Guna ( TTG ) harus dapat dibukukan dan lengkap dengan cara mengoperasikannya.

3. Wartegdes ( Warung Teknologi Tepat Guna Desa ) harus dioptimalkan fungsinya.

4. Kepala Desa , Tomas , Toga , LSM , Pemerintah harus cepat tanggap dengan kebutuhan TTG Masyarakat. 

5. Harus merubah Pradigma bahwa teknologi bukan menyulitkan masyarakat tetapi memudahkan.

6. Hasil – hasil jambore TTG harus segera di sosialisasikan kepada masyarakat atau pihak pemakai (Konsumsi) 

7. Pihak atau Instansi terkait harus terjun langsung kebawah dan mendata kebutuhan masyarakat tentang TTG 

8. Minimal pada setiap Kabupaten / Kota harus ada Inkubator TTG 

9. Dengan teknologi akan memudahkan proses produksi dan dapat meningkatkan penghasilan (pendapatan)

10. Dengan teknologi akan meningkatkan Effisiensi , mutu dan hasil produksi 

BEBERAPA ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA ( TTG ) YANG SUDAH ADA :    
1. Alat perontok padi ( tangan / pedal / mesin ) 

2. Alat penampih gabah 

3. Alat penumbuk padi ( balok / kincir )

4. Alat penggiling jagung 

5. Mesin pemotong singkong 

6. Alat pengering tenaga matahari 

7. Alat pengasapan ikan

8. Alat penggorengan tekanan tinggi 

9. Alat pengupas kopi 

10. Alat pemecah kemiri 

11. Alat pemeras tebu

12. Alat pengangkat air ( Kincir air )

13. Makanan sapi dari pelepah sawit

14. Antena TV dari batok kelapa 

15. Alat penangkap kerang 

16. Pupuk cair dari limbah kopi 

17. Alat pembuat kompos 

18. Penggunaan barang – barang limbah jadi barang seni

19. Alat pembuat emping 

20. Alat pengepres santan

21. Alat penggiling tebu 

22. Alat pembuat bio gas , dll  

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  DAN

PEMERINTAHAN DESA
Jalan Printis Kemerdekaan No. 39 Telp. (061) 4521130 – 4150933 Fax. 4150933
Medan – 20234
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di










Tempat


Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 413.5/5668/PMD tangaal 18 November 2010, tentang Pengembangan Posyantek Tahun 2011, Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, inspirasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna (TTG).


Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Kabupaten/Kota segera mengirimkan Data Posyantek yang ada di daerah, dalam upaya penumbuhkembangkan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) Ke Kecamatan dan diharapkan agar kegiatan dimaksud dapat dapat dijadikan program bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan dukungan pendanaan dari ABPN , APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.


Demikian disampaikan untuk menjadi maklum, atas perhatian kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

             DAN PEMERINTAHAN DESA

PROVINSI SUMATRA UTARA

         

 Drs. H RUSLI ABDULLAH

                  
 Pembina Utama Muda

         

 NIP.19550722 198203 1 006






Jakarta, 18 November  2010










Kepada

Nomor

: 413.5/5668.PMD




Yth. 1. Gubernur

 

Sifat

: Penting



        

        2. Ketua DPRD Provinsi  

Lampiran
: 1 (Satu) berkas





( Daftar terlampir )

Hal

: Pengembangan Posyantek 

        

di



  Percontohan Tahun 2011




Tempat


Sebagaimana dimaklumi, di dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna disebutkan bahwa Posyentek adalah Lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.


Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Posyantek, Tahun Anggaran 2011 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri merencanakan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna ( Posyantekdes ). Kami mengharapkan agar kegiatan dimaksud dapat dijadikan program bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi danKabupaten/Kota, dengan dukungan pendanaan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.


Sehubungan dengan hal itu, dimohon kepada Saudara untuk menugaskan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi untuk melakukuan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengidentifikasikan Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang akan dijadikan lokasi Posyentek Percontohan dengan criteria : Kabupaten/Kota yang bersedia menyediakan dukungan pendanaan dan lokasi yang mudah dijangkau masyarakat pengguna, dengan jumlah lokasi Posyantek Percontohan per Provinsi sebagaimana terlampir . Nama lokasi Posyantek Percontohan disampaikan kepada Ditjen PMD cq. Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan paling lambat tangaal 15 November 2010.

2. Merencanakan program kegiatan pengembangan Posyantek dan memfasilitasi Kabupaten/Kota terpilih untuk merencanakan program kegiatan dalam rangka pengembangan Posyantek, dan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Memfasilitasi Kabupaten/Kota terpilih untuk bersama unsur terkait di Kecamatan memfasilitasi pemilihan pengurus Posyantek yang di utamakan memiliki criteria sebagai berikut .

a. mewakili unsur masyarakat;

b. berdomisili dikecamatan lokasi Posyantek Percontohan .

c. aktif, kreatif dan inovatif;

d. peduli terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam menayagunakan TTG;

e. memahami adat istiadat masyarakat setempat dikecamatan lokasi Posyantek Percontohan 

f. memiliki kemampuan manajerial;

g. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;

h. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;

i. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;

j. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar, dan

k. berpengalaman dalam menjalin kerjasama dengan lembaga terkait.

4.
Memfasilitasi Kabupaten/Kota terpilih untuk penetapan Keputusan
Bupati/Walikota tentang Pembentukan Posyantek.

5. Memfasilitasi Kabupaten./Kota terpilih unsure terkait di Kecamatan untuk
menyiapkan tempat/ruangan untuk pelaksanaan tugas Posyantek.
Demikian untuk menjadi maklum . Atas perhatian dan kerjasama yang baik, di ucapkan terima kasih.

a.n MENTERI DALAM NEGERI

DIREKTUR JENDERAL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

AYIP MUFLICH

Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).

2. Yth. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, KalimantanTimur, dan Sulawesi Tenggara; dan

3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara.

INPRES NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA ( TTG ) ;





KEPUTUSAN MENDAGRI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA ( TTG ) ;





PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA ( TTG ) ; 





POSYANTEK ADALAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KECAMATAN YANG MEMBERIKAN PELAYANAN TEKNIS , INFORMASI DAN ORIENTASI BERBAGAI JENIS TTG ;











PEMASYARAKATAN DAN


PEMANFA’ATAN/PENERAPAN


DAN PENGEMBANGAN





DASAR PELAKSANAAN








LATAR BELAKANG 


Potensi SDA besar dan tersebar dipelosok pedesaan.


Agar dapat dimanfa’atkan secara optimal berhasil dan berdaya guna perlu SDM berkualitas , TTG sesuai dengan kebutuhan , kegunaan, kemampuan masyarakat yang bersangkutan.


Terpaduan SDA dan TTG yang dikelola SDM yang berkualitas , proses Pemberdayaan Masyarakat cepat.


Penemuan baru teknologi baik masyarakat , dunia usaha , perguruan tinggi , lembaga penelitian Pemerintah dan Swasta cukup banyak , temuan ini perlu diketahui masyarakat agar dapat diambil manfa’at keberadaan teknologi tersebut.





PENGERTIAN





TUJUAN





Strategi





Pemasyarakatan TTG


Dilaksanakan melalui :








KESIMPULAN








PUSAT

















KECAMATAN


(POSANTEKDES)





Tata Kerja :


Bertanggung Jawab pada Bupati/Walikota melalui Kantor PMD ;


Menjalin hubungan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait , LSM , Perguruan Tinggi , Swasta dan Masyarakat ;


Melakukan Pembinaan , bimbingan dan penyuluhan kepada Lembaga , kelompok dan masyarakat pengguna TTG . 



































Ketua : Camat , Sekretaris : Seksi PMD 

















KAB./KOTA


(POKJANAL)





Tugas dan Tanggung Jawab :


Mengadakan Rapat Koordinasi 


Menyusun dan Merumuskan Rencana Operasional sesuai Potensi setempat 


Memilih dan Menentukan jenis/spesifikasi TTG 


Memberikan bimbingan teknis , pembinaan , pengendalian , pengawasan dan evaluasi . 








Penanggung Jawab 	: POKJANAL TTG Kab./KOTA 


( Ketua : Ketua Bappeda dan Sekretaris : Ka. Kantor PMD Kabupaten/Kota )




















PROVINSI


(POKJANAL)





Penanggung Jawab 	: POKJANAL TTG PROVINSI 


( Ketua : Ketua Bappeda dan Sekretaris : Ka. Kantor PMD Provinsi )





Tugas dan Tanggung Jawab :


Mengadakan Rapat Koordinasi 


Menyusun dan Merumuskan rencana Operasional sesuai Potensi setempat 


Memilih dan Menentukan jenis/spesifikasi TTG 


Memberikan bimbingan teknis , pembinaan , pengendalian , pengawasan dan evaluasi. 








TRADISIONAL


( KONVENSIONAL )








TEKNOLOGI SEDERHANA 


(TTG)








TEKNOLOGI MENENGAH


(MESIN)





TEKNOLOGI MODERN 


(MESIN + LISTRIK + DIGITAL + KOMPUTER + REMOTE SENSING)








